
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pef11bentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bang~a Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitu~g Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembarfill Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, I Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

l. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelbentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembarb Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 N omor 21 7, I Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

b. bahwa inovasi daerah merupakan sarana bagi pemerintah 
daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya 
penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan daerah 
yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga 
mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahterat dan daya 
saing Daerah; 

c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan 
mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman 
sebagai landasan arah pengaturan bagi para pemangku 
kepentingan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu enetapkan 
Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; 

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik 
secara optimal dalam rangka mewujudkan =: 
masyarakat perlu memacu kreativitas daer h dengan 
melakukan inovasi; 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH. Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE~AH KABUPATEN BELITUNG IMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Norn r 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran kat Daerah 
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lemba an Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagai ana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu an Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2 20 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupa en Belitung 
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembe tukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belit ng Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur hun 2020 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat n Belitung 
Timur Nomor 80); 

I· 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan · 
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P merintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 5 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten ang lnovasi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2017 
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia 
Nomor 6123); 



Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas embantuan 
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nega a Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa en Belitung 
Timur. 

4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn a disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daera Kabupaten 
Belitung Timur. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Belitung Timur. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disi gkat BUMD 
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Beli ung Timur. 

8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembanga , dan/atau 
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan 
praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya g telah ada 
ke dalam produk atau proses produksi. 

9. lnovasi Daerah adalah semua bentuk pembaha uan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

10. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut 
keseluruhan proses dalam suatu sist untuk 
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan tar institusi 
pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga ya g memiliki 
tugas dan fungsi di bidang penelitian pengembang n, lembaga 
pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia saha, dan 
masyarakat di Daerah. 

11. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjut ya disebut 
IPTEK adalah suatu sumber informasi y ng dapat 
meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang 
dibidang teknologi. 

12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses tau produk 
yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaat n berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 
pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan pening atan mutu 
kehidupan manusia. 

13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemeri ahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pela sanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan pe yelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyaraka . 

14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkai n kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelay an sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi s tiap warga 
negara dan penduduk atas . barang atau jas dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh pe yelenggara 
Pelayanan Pu blik. 

n Urusan 
Perwakilan 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggar 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dew 



Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: 
a. peningkatan efisiensi; 
b. perbaikan efektivitas; 
c. perbaikan kualitas pelayanan; 
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; 
e. berorientasi kepada kepentingan umum; 
f. dilakukan secara terbuka; 
g. memenuhi nilai kepatutan; 

Pasal3 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud p 
sasaran Inovasi Daerah diarahkan pada: 
a terwujudnya peningkatan kesejahteraan asyarakat 

disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, 
program dan kegiatan yang inovatif di Daerah; 

b. terwujudnya peningkatan pelayanan pu blik, 
pemberdayaan dan peran serta masya akat dan 
peningkatan daya saing Daerah; 

c. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerin h Daerah 
melalui pengembangan SIDa; dan 

d. perumusan altematif solusi permasalahan-pe masalahan 
strategis Daerah. 

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

Daerah; 
b. mewujudkan penyelenggaraaan Pemerintah aerah yang 

efektif dan efisien, berbasis pada IPTEK, serta erorientasi 
pada kemanfaatan bagi masyarakat dan p erintahan 
Daerah; dan 

c. mempercepat terwujudnya visi dan misi ser a program 
pembangunan Daerah. 

Pasal2 

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan · Pegawai Pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerja pa a Instansi 
Pemerintah. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggaral an Urusan 
Pemerintahan dalam negeri. 

1 7. Badan adalah PD yang menyelenggarak urusan 
pemerintahan bidang penelitian dan pengembanga . 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan an Belanja 
Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

19. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu 
kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang i ovasi yang 
ditujukan kepada kelompok target atau individu gar mereka 
memperoleh informasi, timbul kesadaran, men rima, dan 
akhimya memanfaatkan informasi tersebut. 



Inovasi Daerah memiliki kriteria sebagai berikut: 
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari 

inovasi; 
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyaraka ; 
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pemb asan pada 

masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Kriteria Inovasi Daerah 

(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud da am Pasal 4 
huruf c merupakan segala bentuk inov si dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yan menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

alam Pasal 
pelayanan 
pemberian 
an bentuk 

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 
4 huruf b merupakan inovasi dalam penyedia 
kepada masyarakat yang meliputi proses 
pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis 
barang/ jasa pu blik. 

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan in vasi dalam 
pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah y ng meliputi 
tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen 
dan pengelolaan unsur manajemen. 

Pasal 5 

lnovasi Daerah berben tu k: 
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; 
b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau 
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan P merintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

untuk 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Bentuk Inovasi Daerah 

BAB II 
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERA 

h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tida 
kepentingan diri sendiri; 

1. perlindungan hukum; 
j. koordinasi dan kerjasama; dan 
k. sistematik. 



(3) U sulan inisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari AS N 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( ) huruf c 
disampaikan kepada kepala PD yang menjadi atasannya 
untuk mendapatkan izin tertulis. 

(2) U sulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal d ri anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b 
dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak d am rapat 
paripurna DPRD. 

( l) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal ari Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( ) huruf a 
disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu pihak ya g ditunjuk 
oleh Bupati. 

Pasal 8 

(3} Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) disampaikan kepada Badan. 

(2) U sulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dim sud pada 
ayat ( 1) dilengkapi dengan proposal Inovasi D erah yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a bentuk lnovasi Daerah; 
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan 

yang akan dilakukan; 
c. tujuan lnovasi Daerah; 
d manfaat yang diperoleh; 
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan 
f. anggaran jika diperlukan. 

( 1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: 
a Bupati; 
b. anggota DPRD; 
c. ASN; 
d. PD; 
e. BUMD; dan 
f. anggota masyarakat. 

Pasal 7 

Bagian Kesatu 
Pengusulan Inisiatif lnovasi Daerah 

BAB III 
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH 

d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi ewenangan 
Daerah; dan 

e. dapat direplikasi. 



(3) Keputusan Bupati tentang penetapan Inisiatif lno si Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya 
memuat: 
a bentuk Inovasi Daerah; 
b. PD yang menjadi pelaksana; 
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok peru ahan yang 

akan dilakukan; 
d tujuan Inovasi Daerah; 
e manfaat yang diperoleh; 
f waktu uji coba lnovasi Daerah; dan 
g anggaran jika diperlukan. 

(2) Penunjukan usulan Inovasi Daerah yang la ak untuk 
dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pa ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(1) Usulan Inovasi Daerah yang dinyatakan layak b rdasarkan 
basil pembahasan, verifikasi dan evaluasi s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ditunjuk untuk dilakukan uji coba. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Penetapan lnisiatif Inovasi Daerah 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisi tif lnovasi 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 10 

(3) Badan melakukan evaluasi terhadap proposal lno asi Daerah 
inisiatif ASN, pegawai BUMD, PD, BUMD, d anggota 
masyarakat. 

(2) Sadan melakukan verifikasi kesesuaian propo al Inovasi 
Daerah inisiatif anggota DPRD dengan kriteria Ino asi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(1) Tim independen melakukan pembahasan terhad p proposal 
Inovasi Daerah inisiatif Bupati. 

Pasal 9 

(5) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal d ri anggota 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 7 huruf f 
disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupa . 

dari PD 
uruf d dan 
(1) huruf e 

(4) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang beras 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 aya 
disampaikan kepada Badan. 



(1:, Inovasi Daerah yang melalui tahap uji coba se agaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 atau tanpa melalui uji coba 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterap an dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 16 

BABV 
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGH GAAN 

INOVASI DAERAH 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji co a Inovasi 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

n dampak 
ekanisme 
peraturan 
elalui uji 

Pasal 15 

(2) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulk 
negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan 
perundang-undangan langsung diterapkan tanpa 
coba Inovasi Daerah. 

(1) Inovasi Daerah dapat langsung diterapkan tan a melalui 
tahap uji coba. 

Pasal 14 

(31 PD yang menjadi pelaksana menyampaika laporan 
pelaksanaan uji coba lnovasi Daerah secara berk la kepada 
Badan. 

(21 Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud p da ayat (1) 
PD yang menjadi pelaksana dapat menerapkan t ta laksana 
yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan erundang­ 
undangan, kecuali terhadap hal yang dapat me bahayakan 
kesehatan, keamanan dan keselamatan dan 
lingkungan. 

(11 Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh PD y ng menjadi 
pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) 
huruf b. 

Pasal 13 

BAB IV 
UJICOBAINOVASIDAERAH 

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
disampaikan kepada Gubernur dan Menteri. 

Pasal 12 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pe ghargaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

(2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian 
penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau 
insentif kepada individu atau Perangkat Da rah yang 
mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterap an. 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Inovasi Da rah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual 
atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

(5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling sedikit meliputi: 
a cara melakukan Inovasi Daerah; 
b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; 
c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai. 

(4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bup ti kepada 
Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peratu an Daerah 
atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2)ditetapkan. 

(3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah m njadi milik 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisa ikan. 

aerah yang 
asyarakat, 

p mbebanan 

a Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi 
mengakibatkan pembebanan kepada 
pembatasan kepada masyarakat, dan/atau 
pada APBD; atau 

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan lnovasi D erah yang 
berkaitan dengan tata laksana internal Pemeri tah Daerah 
dan tidak mengakibatkan pembeban kepada 
masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau 
pembebanan pada APBD. 

(2) Penerapan basil Inovasi Daerah sebagaimana dim ksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan: 



(1) Pembiayaan uji coba lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan penerapan Inovasi Daerah se agaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam ren ana kerja 
Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam A BO serta 
pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 22 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

(3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dikelola dalam SIDa. 

(2) Informasi lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penye enggaraan 
Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan ublik dan 
peningkatan potensi sumber daya Daerah. 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan infonnasi Inovasi aerah. 

Pasal 21 

BAB VII 
INFORMASI INOVASI DAERAH 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inovasi Daerah y g menjadi 
rujukan dan replikasi sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1) 
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

(2) Instansi pemerintah lainnya dapat mereplikasi Ino asi Daerah 
yang telah didiseminasi oleh Sadan. 

( 1) Inovasi Daerah dapat dijadikan . ruj ukan 
pemerintah lainnya. 

Pasal 20 

(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan cara menyebarkan penerap n Inovasi 
Daerah yang telah berhasil kepada Perangk t Daerah 
dan/atau wilayah lainnya. 

(1) Sadan melakukan diseminasi terhadap penera an ·1novasi 
Daerah. 

BAB VI 
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DA RAH 

Pasal 19 



(2:1 Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas: 
a menyusun dokumen peta rencana pengemb ngan dan 

penguatan SIDa; 
b. mengintegrasikan program SIDa ke dalam dokumen 

rencana pembangunan jangka menengah Daera ; 
c. melakukan identifikasi dan inventarisasi pr gram PD, 

serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk enguatan 
SIDa; 

d. membangun pondasi yang kuat untuk im lementasi 
penguatan SIDa dalam rangka pengembang budaya 
inovasi; 

e. melakukan penataan, pengembangan dan anali is potensi 
daerah yang bersinergi dengan kebijakan pengu tan SIDa; 

( memberikan masukan dan pertimbangan mengenai 
prioritas program dan rencana aksi, termas k alokasi 
pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan IDa yang 
menghasilkan produk inovatif; 

g. mengoordinasikan dan mempersiapkan rumusan 
kebijakan penguatan SIDa; 

(1) Dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan enguatan 
lnovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Pen embangan 
Inovasi Daerah. 

Pasal24 

BAB IX 
TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH 

(31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan pemberian 
alokasi anggaran Inovasi Daerah sebagaimana dim ksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

kegiatan 
an untuk 

berhasil, 
anggaran 

(2) Dalam hal apabila PD yang menjadi pelaksan 
Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan angg 
kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak 
dipertimbangakan untuk tidak diberikan alokas 
Inovasi Daerah pada tahun anggaran berikutnya. 

(11 Pembiayaan uji coba dan penerapan Inova i Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggark n oleh PD 
yang menjadi pelaksana kegiatan Inovasi Daerah. 

Pasal 23 

(21 Pembiayaan UJI coba dan penerapan Inova i Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belu tertuang 
dalam rencana kerja Pemerintah Daerah an belum 
dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, dituan kan dalam 
perubahan rencana kerja Pemerintah Da rah dan 
dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjala . 



(2) Masyarakat IPTEK bertanggungjawab untuk be eran serta 
mengembangkan profesionalisme dan etika prof si melalui 
organisasi profesi sesuai dengan peraturan erundang­ 
undangan. 

(1) Masyarakat dapat memberikan dukungan s rta turut 
membentuk iklim yang dapat mendorong perkemba gan SIDa. 

· Pasal 27 

BAB XI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

(1) Bupati berkoordinasi dengan Menteri melakukan embinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Da rah secara 
umum dan teknis. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan sepengetahuan gubemur. 

(3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasa terhadap 
pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan ole PD. 

Pasal 26 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24, terdiri dari unsur Pemerint h Daerah, 
Perguruan Tinggi/ Akademisi, praktisi, individu, dan/ atau 
lembaga/organisasi masyarakat yang memiliki p ngetahuan 
dan pengalaman dalam pengembangan dan pengu tan Inovasi 
Daerah. 

(2) Rincian tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, tata kerja 
Tim Pengembangan Inovasi Daerah diatur lebih la jut dalam 
Keputusan Bupati. 

Pasal 25 

(4) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan p laksanaan 
tugasnya kepada Bupati. 

h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evalu si terhadap 
pelaksanaan kebijakan maupun program SIDa; 

L mendokumentasikan pelaksanaan dan mendis minasikan 
hasil pelaksanaan lnovasi Daerah kepada asyarakat 
secara luas. 

(3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaiman dimaksud 
pada ayat (2) huruf h, meliputi: 
a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi berka setiap 6 

(enam) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Jui dan akhir 
tahun anggaran; dan 

b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi te yang 
dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuh 
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SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 
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IKHWAN FAHROZI 

Ditetapkan di Manggar 
I pada tanggal 19 N4vember 2021 

BUPATI BELITUN TIMUR, 

ttd 
BURHANUDIN 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe gundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun angkan. 

Pasal 29 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Inovasi Daerah yang 
sedang berjalan atau dalam masa uji coba, tetap 
dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaik!an dengan 
Peraturan Daerah ini. 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah 
yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah 
sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa 
menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan 
masyarakat. 



kembangkan budaya inovasi di daerah, antara lain adalah rendahny kapasitas 
inovasi daerah; kolaborasi antar perguruan tinggi-lembaga litba g-industri 
yang masih lemah, rendahnya penggunaan paten sebagai alat pe lindungan 
hak penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi; s rta masih 
rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dukung n inisiatif 
inovatif masyarakat. Sehingga perlu ada upaya pengemba gan dan 
pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dal sistem 
produksi serta jejaring antar lembaga Iptek dengan industri di daera . 

nan yang 
dimensi dan berbagai tataran yang ada di daerah. 

Agar Daerah memiliki daya saing maka ada 
perlu dikembangkan di Daerah, yakni kelembagaan, 
makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan 
pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, perkembangan pasar 
kesiapan teknologi, ukuran pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan in 

Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi kendala dalam enumbuh 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

INOVASI DAERAH 

I. UMUM 
Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan k 

merupakan tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, embangun 
kemandirian, dan memajukan daerah. Semakin dipahami bahwa 
daerah tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, mel inkan juga 
faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama pengetah yang 
dikembangkan. dimanfaatkan dan disebarluaskan untuk endorong 
berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus- menerus. 

Perkembangan perekonomian intemasional maupun yang 
berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk yang se akin sarat 
dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi daerah yang ma ih banyak 
bergantung kepada aktivitasdan produk bernilai tambah rendah. 

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daer tersebut 
dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memper 
dalam persaingan nasional maupun global. Menghadapi dinamika erubahan 
yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya s ing akan 
semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pa a beragam 

•. 



Pasal3 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" ad lah bahwa 
Inovasi Daerah yang dilakukan harus sermmrn mungkin 
menggunakan sumber daya dalam proses pelaksan an Inovasi 
Daerah. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

awal dalam rencan aaksi, diperlukan kebijakan daerah sebagai re ulasi yang 
menjadi pedoman dalam penumbuhkembangan dan penerapan ino asi daerah 
agar dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat Kabupate Belitung 

Timur. 

agian dari 
untuk 

ai upaya 
Timur 

Merespon hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sebagai 
entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapan 
turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya seb 
peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi, Kabupaten Belit 
dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertanian d 
regional perlu lebih menekankan faktor daya saing sebagai ele 
dalam pembangunan perekonomian wilayahnya. Oleh karena itu se agai tahap 

Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari ber agai faktor 
yang berperan dalam inovasi yang berlangsung di daerah, diperlu 

mekanisme sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi daerah. 
tujuan penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah untuk 
perekonomian daerah dengan orientasi dan berdaya saing nasion 1 maupun 
global melalui pengembangan Iptek yang diarahkan pada peningka n kualitas 
dan.kemanfaatan Iptek daerah dalam rangka mendukung daya sain 

Sampai saat ini dokumen resmi yang berisi tentang renc 
panduan, pedoman, atau dokumen lain sejenis yang berisi tentang penguatan 
sistem inovasi daerah masih sangat terbatas dan cenderu gsektoral. 

Sedangkan inovasi daerah tidak dapat berjalan secara parsial, melai 
merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam s 
atau sering disebut sebagai sistem inovasi daerah, yaitu suatu ke tuan dari 
sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan prose produktif 
yang mernpengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi d difusinya 
(termasuk teknologi dan praktekbaik/terbaik) serta proses pembelaja an. 



Huruf b 
Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" ad ah sampai 
seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai ta get. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelaya an" adalah 
bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapa masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, d n cepat. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik epentingan" 
adalah bahwa lnovasi Daerah tidak didasarkan pada dipengaruhi 
oleh kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri 
dan/atau orang lain. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepenti gan umum" 
adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepenti gan bangsa 
dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan me perhatikan 
asas pembangunan nasional serta tidak diskrimina if terhadap 
suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 

Huruff 
Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" a alah bahwa 
Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses eh seluruh 
masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang b rsangkutan 
maupun Pemerintah Daerah lain. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" a alah bahwa 
lnovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan engan etika 
dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabk 
tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa asil lnovasi 
Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan man atnya bagi 
masyarakat. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adal hak atas 
perlindungan hukum bagi Pelaksana Inovasi Dae ah karena 
kegagalan dalam Uji Coba dan/atau penerapan Inovasi aerah 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan "koordinasi dan kerjasama" a alah bahwa 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi elaksanaan 
Inovasi Daerah dilakukan secara terencanam terukur s rta adanya 
pembagian tugas dan peran yang jelas antar pihak y ng terlibat 
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan. 

Huruf k 
Yang dimaksud dengan "sistematik" adalah Inov si Daerah 
dilakukan dengan melibatkan para pihak dalam pol hubungan 
yang sinergis para pemangku kepentingan dalam p rencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi Inovasi Dae ah. 



Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

cuku p jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan eluruh atau 
sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun d lam Inovasi 
Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda den an rancang 
bangun Inovasi Daerah yang telah ada. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daer h dan/atau 

· masyarakat" antara lain menambah pendapatan Daerah, 
menghemat belanja Daerah, meningkatkan capa an kinerja 
Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelaya an Publik, 
dan/atau ditujuan bukan untuk kepentingan p ibadi atau 
kelompoknya. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan embebanan 
dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak se uai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah : 
a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban ainnya bagi 

masyarakat yang bertentangan dengan ketentua peraturan 
perundang-undangan, antara lain menetapkan ajak atau 
retribusi Daerah; dan 

b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatka pelayanan 
atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain 
menambah persyaratan untuk memperoleh k rtu tanda 
pendudik yang mengakibatkan sebagian warga n gara tidak 
dapat memenuhinya 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerin ahan yang 
menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daer h provinsi, 
kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dima sud dalam 
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah ba wa Inovasi 
Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu D erah dapat 

. diterapkan pada Daerah lain. 



Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Ayat ( 1) 

Yang dimaksud dengan tim independen adalah tim ang terdiri 
dari akademisi, pakar dan/atau masyarakat ses ai bidang 
keahliannya yang terkait dengan objek Inovasi Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat ( 1) 

Yang dimaksud dengan pihak yang ditunjuk oleh B pati adalah 
tim yang terdiri dari ASN, akademisi, pakar dan/atau masyarakat 
sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan o iek Inovasi 
Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
cuku p jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "rancang bangun Ino asi daerah" 
adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/ at u kerangka 
kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja 
Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan 
dilakukan dalam desain struktur, bentuk, pro es, system 
dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi 
yang dilakukan. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 



Pasal 21 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 
Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersilkan" adala tidak daat 
diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/ jasa y ng bernilai 
ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian ju I beli atau 
perikatan yang sejenis lainnya. 
Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi 
penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi aerah yang 
menjadi milik Pemerintah Daerah. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 
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Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud masyarakat IPTEK adalah masy rakat yang 
terdiri dari praktisi, pakar, akademisi dan organisasi ofesi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

asi Inovasi 
tuk website 

Pasa126 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud "Informasi Inovasi Daerah" adalah Info 
Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam be 
atau bentuk informasi lainnya. 
Ayat (3) 

Cukup jelas 


